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Mengingat

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 100.3 (254 ThuuN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL

HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

BUPATI SUKOHARJO,

. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun

2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun 2021-2025, Bupati bertanggung jawab atas
pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai dengan
kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

. bahwa untuk kelancaran kegiatan Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak
Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, Bupati perlu
membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia di daerah;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun
2025;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah = Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 19350 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);



Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 135);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 300);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai
berikut:

a.

b.

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam
pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM;
melakukan penginputan seluruh laporan capaian
keberhasilan Aksi HAM dari setiap unit kerja pelaksana
aksi dan selanjutnya dilaporkan ke dalam website
https:/ /sapaham.kemenkumham.go.id/;

mengumpulkan seluruh laporan Aksi HAM dari Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
pelaporan Aksi HAM Perangkat Daerah Kabupaten
Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggalt More, 201

ABUPATI SUKOHARJO, ¢
1

{-ETIK SURYAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Tim yang bersangkutan.




Lampiran :

Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor

:100.3(25A Thdun 200 €

Tanggal : [+ Maree 2028

SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2025
NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberikan
arahan, nasehat
dan petunjuk
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pengarah Memberikan
Sukoharjo arahan, nasehat
dan petunjuk
3. | Kepala Bagian Hukum Ketua Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten terhadap
Sukoharjo pelaksanaan
kegiatan
4. | Dwi Wahyuni, SH Sekretaris Bertanggung jawab
NIP. 19820620 200903 2 006 di bidang
Analis Hukum Ahli Muda pada kesekretariatan
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
5. |Kepala Badan Perencanaan Anggota Bertanggung jawab
Pembangunan, Riset dan sesuai bidang
Inovasi Daerah Kabupaten tugasnya
Sukoharjo
6. | Kepala Dinas Pendidikan dan Anggota Bertanggung jawab
Kebudayaan Kabupaten sesuai bidang
Sukoharjo tugasnya
7. |Kepala Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
8. | Kepala Dinas Sosial Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
9. |Kepala Dinas Perhubungan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya




1 & 3 4

10. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Anggota Bertanggung jawab
Kecil dan Menengah dan sesuai bidang
Perdagangan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

11. | Harjanti, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19800110 200501 2 023 sesuai bidang
Perancang Peraturan tugasnya
Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

12. | Pizza Samudera, SH, MH Anggota Bertanggung jawab

NIP. 19830714 201001 1 030
Penyuluh Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

sesuai
tugasnya

bidang
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